
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1455, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. Pengendalian Gratifikasi. 

 

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 55 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 

TINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi, perlu upaya mendorong 

terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara 

negara; 

 b.  bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan 

penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu diatur 

pengendalian gratifikasi; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

 

 

www.peraturan.go.id



2016, No. 1455 -2- 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 14); 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 889); 

 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, 

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Pegawai 

adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang 

berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat 

dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

3. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas 

resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada 

wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan 

tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau 

kontribusinya dalam kegiatan tersebut. 

4. Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di 

lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi yang menerima uang/barang/jasa sehubungan 

dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam 

konteks gratifikasi. 

5. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat 

UPG adalah unit pelaksana program pengendalian 

gratifikasi. 

 

Pasal 2 

Pegawai dan/atau unit kerja wajib melaporkan segala bentuk 

penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi. 

 

Pasal 3 

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 

dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas: 

a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, 

voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku 

secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 
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